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Abstrak

Anak merupakan gencrasi penerus cita-ita bangsa yang memiliki peran strategis
untuk menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara. Sebagaimana tertera
dalam landasan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara wajib
memelihara anak terlantar, negara berkewajiban menjamin terpenuhnya hak-hak
anak terlantar khususnya hak pendidikan, Secara normatif, Indonesia telah
memiliki seperangkat peraturan. dalam nengatur hak pendidikan bagi anak.
Namun Indonesia masih dihadapi dengan berbagai problematika tentang anak
terlantar, termasuk salah satunya dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak
terlantar. Penclitian ini merupakan penelitian empiris, dengan-menggunakan
pendekatan kasus, perundang-undangen dan konseptual. Adapun permasalahan
yang diangkal dalam penelitian ini adaiah: (1) 1Bagaimang implementasi yang
diterapkan olch pemerintah kota Palembang dalum memenahi hak pendidikan
bagi anak terlantar dan (2) fakior apa yang menjadi penghambat dan pendukung
dalam proses implementasi pemenubian hak pendidikan bayi anak terlantar di
Kota Palembang. Rerdasarkan basil penelitian menunjukkan bahwa: (1)
petaksanasn pemenuhin hak pendidikan anak terlantar di Kota Palembang sudah
verjalan dengun cukup baik, hal ini dibuktiksn dengan diterbitkannya Peraturan
Walikota Palembang Noinor 20 Tahun 2020 Tentang Penyelengguraan Sckelah
Filial bagt z_ui'nk jalangn dan anak putus sekolab, (73 serdapat fakior pendukung
dan penghambat, sepesti terselenggaranya Prograim Laysiun Tak Boleh Berhenti
Sekolah, terdapat koondinasi untar pénngku kepeatingan, masih terbatasnya
sarana prasarana dan sumber daya manusia, Kurang inasifnya sosialisasi, serta
faktoe internal dari anak tetantar i sendivi.

Kata Kunci: Hak pendidikan, Anak terlantar, implenientasi

Pembimbing Utama, Pembim binﬁ_l’cm bantu,

r. Zullidayat, S.11., Wi=HL.
NIP: 197705032003121002

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Tata Negara

Kl

Dr. Zubhidayat, S.1., M H—
NIP:497705032003121002
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara hukum ialah sebuah konsep negara yang dimana hukum
dijadikan sebagai pedoman di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sebagaimana tertera di dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945)
menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pernyataan
tersebut menjelaskan bahwa setiap perbuatan warga negara maupun
pemerintah harus berdasarkan atas hukum atau peraturan yang berlaku,
sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 menjelaskan: “Segala
warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan
wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada
kecualinya”. Dengan adanya konsep negara hukum, hal ini secara tidak
langsung mendesak pemerintah dan penyelenggaraan kenegaraan dalam
menjalankan tugasnya harus didasarkan pada undang-undang dan rakyat
memiliki jaminan kepastian terkait hak-hak dasar nya sebagai warga negara

sesuai dengan peraturan yang ada.t

Negara mempunyai tanggung jawab untuk menghormati, memenuhi

dan melindungi hak asasi manusia atas pendidikan seluruh warga negara.?

! Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: FH Ull Press, 2022, him. 68.
2 Yosep Adi Prasetyo, Hak Ekosob dan Kewajiban Negara, Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia, 2012, him. 5.



Oleh karena itu pemerintah tidak memiliki alasan terkait tidak terpenuhinya
hak rakyat untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Hal tersebut telah
diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945, salah satu tujuan bernegara
adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara sebagai penyelenggara
negara/pemerintah, harus mengambil peran besar dalam penyelenggaraan
atau pelaksanaan pendidikan nasional, pada hakikatnya pendidikan adalah
salah satu cara guna melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal
ini disebabkan pendidikan merupakan salah satu dasar tercapainya sektor
pembangunan nasional yang meliputi sektor ekonomi, hukum, politik,
sektor sosial budaya dan berbagai sektor lain yang berhubungan dengan
pembangunan nasional dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam konsep

bernegara.®

Merujuk pada Kamus Umum Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut
KBBI) pengertian anak secara etimologis dapat diartikan sebagai, manusia
yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.* R.A. Kosnan
mendefinisikan “anak-anak yaitu manusia muda dalam umur, muda dalam
jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan
sekitarnya”.® Selanjutnya, Romli Atmasasmita menyebutkan bahwa anak

adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta

3 Sheilla Chairunnisyah Sirait, “Tanggung Jawab Pemerintah Untuk memberikan Pendidikan
Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak”, dimuat pada
Jurnal De Lega Lata, Vol.2, No. 1 Januari-Juni 2017. him. 5.

# W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1984, him.
25.

> R.A. Koesnan, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, Bandung : Sumur, 2005,
him. 113.



belum kawin.® Peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak
dalam hal ini juga memberikan pengertian anak, pernyataan tersebut
tertuang di dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Nomor 35
tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002
(selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), berdasarkan Pasal 1 ayat (1)
UU Perlindungan Anak, “anak adalah seseorang yang belum berusia 18

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak (selanjutnya disebut UU Kesejahteraan Anak) dalam
Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa, “Yang disebut anak adalah seseorang
yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah
kawin.”® Kemudian di dalam konsideran UU Perlindungan Anak,
menyebutkan bahwa anak merupakan amanah sekaligus karunia dari Tuhan
Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai
manusia seutuhnya. Selain itu dijelaskan bahwa anak merupakan penerus
bangsa, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa,
mempunyai peran strategis dan memiliki sifat serta ciri khusus yang dapat

menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa yang datang.®

& Romli Atmasasmita, Problema Kenakalan Anak-Anak/ Remaja (Yuridis Sosio Kriminologis),
Bandung: Armico, 1983, him. 25.

" Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan
Atas Undang — Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 No. 297)

8 Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang
Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 No. 32)

® M. Nasir Djamil, Anak Bukan untuk Dihukum, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2013, him. 28.



Sebagaimana telah disebutkan pada Pasal 1 ayat (6) UU
Perlindungan Anak, “anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi
kedudukannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. "
Anak terlantar ialah seorang anak yang dengan suatu alasan kelalaian orang
tua, sehingga orang tua tidak mampu memenuhi kebutuhan anak dan tidak
menjalankan kewajibannya. Anak terlantar ialah anak yang berusia 5-18
tahun yang memiliki beberapa alasan seperti (karena beberapa
kemungkinan: kemiskinan, salah seorang dari orang tua/wali sakit, salah
seorang/kedua orang tua/wali pengasuh meninggal, keluarga tidak
harmonis, tidak ada pengasuh) yang mengakibatkan kebutuhan dasar baik

secara jasmani, rohani maupun sosial tidak mampu terpenuhi dengan baik.!

Ketentuan pendidikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1989
tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut UU SPN),
menjelaskan bahwa: “pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik
secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan

spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan, akhlak

10 Republik Indonesia, Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 297)

11 Zulfahmi, “Perlindungan Negara Terhadap Hak Konstitusional Anak Terlantar di
Indonesia”, dimuat pada Jurnal JOM Fakultas Hukum, Vol. 1, No. 2, Oktober 2014, hlm. 3.



mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan

negara.” 12

Pendidikan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan amanat
nasional, sebagaimana dijelaskan dalam pembukaan UUD 1945 vyaitu :
Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan
ikut serta melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan
perdamaian abadi dan keadilan sosial.®® Selain diamanatkan dalam
pembukaan UUD 1945, terdapat argumentasi lain yang menjelaskan bahwa
tujuan pendidikan ialah sebagai suatu hal guna terpenuhinya komponen
kemampuan sumber daya manusia dalam hal ini peserta didik dan menjadi

pedoman untuk segala kegiatan pendidikan.*

Pemenuhan pendidikan tentunya bukan hanya berkaitan dengan
pemberian layanan kegiatan atau fasilitas pendidikan saja, melainkan juga
pemenuhan pelayanan yang berlandaskan pada pelayanan yang harus
berbasis pada pemenuhan hak anak sesuai dengan prinsip-prinsip non-
diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup,
kelangsungan hidup dan perkembangannya serta penghargaan terhadap

pendapat anak. Hal ini disebutkan dalam hasil Konvensi Hak Anak yang

12 Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 78)

13 Republik Indonesia, Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No. 75)

14 Mchael H. H. Mumbunan, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pendidikan Anak di Bawah
Umur”, Jurnal Lex et Societatis, VVol. 1, No. 4, Agustus 2013, Manado, Universitas Sam Ratulangi,
him. 2.



menjelaskan bahwa bentuk-bentuk hak anak terdiri dari 4 macam golongan
yaitu: hak atas kelangsungan hidup (survival rights), hak atas perlindungan
(protection rights), hak atas perkembangan (development rights), dan hak

untuk berpartisipasi (participation rights).%®

Berkaitan dengan pemenuhan dalam hak pendidikan, hal ini telah
dirasakan oleh bangsa Indonesia sejak zaman dahulu, hingga waktu
kemerdekaan Indonesia dikumandangkan, cita-cita mencerdaskan
kehidupan bangsa dijadikan salah satu tujuan utama dan hak warga negara
atas pendidikan dimasukkan dalam konstitusi negara yakni UUD 1945.1°
Hak asasi manusia di Indonesia meliputi hak atas pendidikan, tidak hanya
sekedar hak moral melainkan juga menjadi hak konstitusional. Hal ini sesuai
dengan ketentuan pada Pasal 28 C ayat (1) UUD 1945 (pasca perubahan),
menyatakan: “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui
pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak memperoleh pendidikan dan
memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan
budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan

umat manusia” .}’

Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 juga merumuskan bahwa “setiap warga

negara wajib mengikuti pendidikan dasar, sedangkan pemerintah wajib

15 Muhammad Fuadi Azizi, Perlindungan Hak Atas Pendidikan Bagi Anak Didik
Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Il B Sleman, Yogyakarta, Yogyakarta:
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014, him. 3.

16 Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia No. 5 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak.

17 Republik Indonesia, Pasal 28 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.



membiayainya.” Pasal 31 ayat (3) dan (4) menegaskan bahwa pemerintah
memiliki kewajiban untuk mengusahakan penyelenggaraan pengajaran
nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan
memprioritaskan anggaran sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan
APBD.!® Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor
XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan jaminan hak atas
pendidikan. Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM) mempertegas
dan memberikan perhatian khusus pada hak anak untuk memperoleh

pendidikan sesuai minat, bakat dan tingkat kecerdasannya.*®

Konsekuensi adanya hubungan negara dan rakyat sebagaimana
berkaitan dengan konstitusi UUD 1945, menjelaskan bahwa secara
konstitusional, negara memiliki kawajiban untuk melindungi dan merawat
anak terlantar. Jaminan terhadap anak terlantar sebagaimana telah
disebutkan dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 adalah jamian atas hak
ekonomi, sosial dan budaya. Negara Republik Indonesia juga memiliki
kewajiban untuk memelihara anak-anak terlantar sesuai dengan amanat
UUD 1945 Pasal 34 Ayat (1) yaitu, “Fakir miskin dan anak-anak yang

terlantar dipelihara olen Negara.”?® Artinya pemerintah dalam hal ini

18 Republik Indonesia, Pasal 31 Ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

1 Lukman Hakim, “Pemerataan Akses Pendidikan Bagi Rakyat Sesuai Dengan Amanat
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional”, Jurnal EduTech,
Vol. 2, No. 1, Maret 2016, Medan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, him. 6.

20 Republik Indonesia, Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.



bertanggung jawab terhadap perlindungan, pemeliharaan dan pembinaan

anak, termasuk pada anak terlantar.

Guna memperjelas dan menegaskan amanah konstitusi tersebut,
pemerintah menerbitkan undang-undang di bidang Pendidikan yakni UU
SPN. Di dalam secara Pasal 4 UU SPN menjelaskan bahwa pendidikan
dilaksanakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif
dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai

kultural, dan kemajemukan bangsa.?!

Pendidikan bertujuan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa
sebagaimana dimaksud dalam UU SPN Pasal 5 ayat (1) bahwa “setiap
warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan
yang bermutu.??” Kebijakan dalam pemenuhan hak pendidikan juga tertera
pada Pasal 9 ayat (1) UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa:
“setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka
pengembangkan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan
bakatnya. "2 Dan di dalam UU HAM pada Pasal 12 menyatakan bahwa:
“setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya,
untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan

kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa,

2L Arwilyanto, dkk., Analisis Kebijakan Pendidikan, Bandung: CV. Cendikia Press, 2018, him.
12.

22 Republik Indonesia, Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 78)

2 Republik Indonesia, Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 297)



bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan

hak asasi manusia”.**

Peraturan lain seperti peraturan menteri dalam hal pemenuhan hak
Pendidikan anak, yaitu Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 5 Tahun 2011 tentang
Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak. Hak pendidikan anak adalah
hak untuk memperoleh pendidikan sebagaimana diamanatkan undang-
undang, yang dijabarkan dalam bentuk pendidikan formal, pendidikan
nonformal dan pendidikan informal, dari jenjang pendidikan dasar hingga
menengah?®. Hal ini berakibat kebijakan pemenuhan hak dapat diartikan
sebagai serangkaian aturan berupa norma, standar, prosedur, dan/atau
kriteria yang ditetapkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan serta
pemenuhan hak anak untuk memperoleh pendidikan baik dalam bentuk

pendidikan formal, nonformal maupun informal.

Berdasarkan isi dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dijelaskan bahwa perwujudan
peraturan pemenuhan hak pendidikan anak secara khusus perlu diambil
tindakan yang afirmatif dan ditujukan bagi anak-anak yang membutuhkan
perlindungan khusus dan rentan, seperti anak jalanan. Sebagaimana telah

dijelaskan dalam Pasal 1 bahwa peraturan ini dijadikan sebagai prinsip bagi

24 Republik Indonesia, Pasal 12 Undang — Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 165)

% Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia No. 5 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak.
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pelaksanaan pemenuhan terhadap hak pendidikan anak, yang dilaksanakan

secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan,

Meski mempunyai landasan hukum yang mengatur tentang
pemenuhan hak pendidikan, terutama dalam pemenuhan hak pendidikan
anak terlantar, akan tetapi dalam proses implementasi pemenuhan hak
pendidikan masih belum maksimal, hal ini ditandai dengan masih banyak
warga negara yang tidak mendapatkan akses pendidikan ataupun yang
mengalami putus sekolah. Sebagian dari warga negara yang tidak mendapat
pendidikan adalah anak-anak mulai dari usia sekolah dasar hingga sekolah
menengah. Pernyataan tersebut menandakan bahwa pemenuhan hak
pendidikan belum terlaksana secara maksimal dan merata, mengingat angka
anak putus sekolah di Indonesia menunjukkan flukurasi dalam beberapa

tahun terakhir. Berikut grafiknya dapat dilihat pada Gambar 1.1:

26 Republik Indonesia, Pasal 1 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak No. 5 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak.
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Gambar 1.1
Perkembangan Jumlah Siswa Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan
di Indonesia

Jumlah Anak Putus Sekolah di Indonesia 2016-2021
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Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
(Kemendikbudristek) Tahun 2022.

Terdapat 75.303 orang anak yang putus sekolah pada tahun 2021 hal
itu berdasarkan laporan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset
dan Teknologi (Kemendikbudristek). Jumlah anak yang putus sekolah di
tingkat Sekolah Dasar (SD) merupakan yang tertinggi sebanyak 38.716
orang. Jumlah anak putus sekolah di tingkat SD menurun 13,02% dari tahun
sebelumnya. Pada 2020, terdapat 44.516 orang anak yang putus sekolah di
tingkat SD. Kemudian, jumlah anak putus sekolah pada tingkat Sekolah
Menengah Pertama (SMP) sebanyak 15.042 orang. Jumlah ini meningkat

32,20% dari tahun sebelumnya yang terdapat 11.378 orang.
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Selanjutnya, sebanyak 12.063 orang anak putus sekolah di tingkat
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Jumlah ini turun 13,53%
dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 13.951 orang. Sementara itu,
sebanyak 10.022 orang anak putus sekolah di tingkat Sekolah Menengah
Atas (SMA). Jumlah ini turun 27,90% dari tahun 2020 yang sebanyak
13.879 orang. Secara keseluruhan, jumlah anak putus sekolah cenderung
menurun selama enam tahun terakhir. Penurunan tajam terlihat semenjak
pandemi Covid-19 terjadi yakni pada tahun 2020. Meski demikian, angka
anak putus sekolah siswa Sekolah Dasar (SD) masih tergolong yang paling

tinggi dalam tiga tahun berturut-turut.

Pada penjelasan diatas memperlihatkan bahwa angka putus sekolah
di Indonesia pada setiap jenjang fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada
dasarnya pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan, beberapa
diantaranya dalam bentuk Program Indonesia Pintar, bantuan operasional
sekolah, pembangunan/rehabilitas fasilitas pendidikan, dan beasiswa bidik
misi. Namun pada kenyataannya program serta bantuan tersebut belum
menyentuh masyarakat umum secara keseluruhan, terutama pada anak

terlantar.?’

Berdasarkan permasalahan dan realitas di atas tampak jelas bahwa

negara Indonesia mempunyai peraturan yang dapat dipertanggung

2" Hernadi Affandi, “Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan
Menurut Undang-Undang Dasar 19457, Jurnal Hukum POSITUM, Vol. 1, No. 2, Juni 2017,
Sumedang, Universitas Padjajaran, him. 220.
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jawabannya, tentang permasalahan banyaknya anak yang terlantar dan hak
pendidikannya belum terpenuhi. Alasan tersebut menjadi alasan penulis
untuk membahasnya melalui penyusunan karya tulis ilmiah dalam bentuk
skripsi dengan judul “PEMENUHAN HAK ANAK TERLANTAR
ATAS PENDIDIKAN OLEH NEGARA DALAM PERSPEKTIF

KONSTITUSI INDONESIA.”
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B. Rumusan Masalah
Bertolak pada uraian latar belakang di atas, penulis mengidentifikasikan

rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pemenuhan hak pendidikan bagi anak terlantar di

Kota Palembang?

2. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam proses
implementasi pemenuhan hak pendidikan bagi anak terlantar di Kota

Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis implementasi yang diterapkan oleh pemerintah kota
Palembang dalam memenuhi hak pendidikan bagi anak terlantar di Kota
Palembang.

2. Untuk menganalisis faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam
proses implementasi pemenuhan hak pendidikan bagi anak terlantar di Kota

Palembang.

D. Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini antara lain:
a. Manfaat Teoritis
Memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan akademisi

maupun masyarakat, sekaligus meningkatkan pengetahuan dan



wawasan dalam bidang ilmu hukum, serta dapat dijadikan sebagai

bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan terhadap

pemenuhan hak pendidikan anak terlantar.

b. Manfaat Praktis

Sebagai sumbangsih pemikiran dan masukan secara praktis bagi
pembaca, masyarakat umum dan praktisi hukum agar dapat
mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak konstitusional anak

terlantar dalam bidang pendidikan di kota Palembang.

. Sebagai bahan pertimbangan hukum bagi para pemilik

kewenangan dalam merancang peraturan perundang-undangan
untuk lebih  mengedepankan kepentingan rakyat bukan
kepentingan golongan, khususnya untuk mengetahui dan
menganalisis pemenuhan hak pendidikan anak terlantar di kota

Palembang.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian sebagai rangka penelitian yang berisikan

gambaran batas penelitian, memfokuskan pada ruang permasalahan serta

memberikan batasan pada area penelitian.?® Ruang lingkup dari penelitian

ini adalah kajian pada bidang hukum tata negara yang membahas tentang

pemenuhan hak pendidikan anak terlantar khususnya di kota Palembang.

28 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

2013, him. 111.

15



16

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendidikan Kota Palembang, Dinas

Sosial Kota Palembang dan komunitas Save Street Child Palembang.

F. Kerangka Teori

Adapun kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Teori Keadilan

Teori Keadilan merupakan teori yang digunakan untuk
menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat kurang
mampu yang terdapat pada undang-undang. Karena itu, diharapkan dengan
adanya teori keadilan ini dapat menyelesaikan permasalahan dalam
penelitian skripsi yang sedang diangkat. Salah satu tujuan hukum adalah
terciptanya keadilan, meskipun demikian keadilan tidak menjadi satu-
satunya tujuan hukum, melainkan juga terciptanya kepastian hukum dan
kebermanfaatannya. Aristoteles selaku pakar teori keadilan menyebutkan
bahwa kata adil tidak hanya mengandung satu arti. Kata adil bisa diartikan
mendesak hukum dan apa yang sebanding yaitu yang seharusnya.?® Hal ini
menunjukkan bahwa dapat dinyatakan tidak berlaku adil jika seseorang

mengambil lebih dari bagian yang seharusnya.*

Lebih lanjut, Thomas Aquinas mengklasifikasikan keadilan menjadi

dua bagian yaitu: keadilan khusus dan keadilan umum. Keadilan khusus

29 Darji Darmadiharjo dan Shidarta, Pokok-pokok Filsafat Hukum (apa dan bagaimana filsafat
hukum Indonesia), Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006, him.156.
%0 Ibid.
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didefinisikan sebagai keadilan yang berdasarkan atas kesamaan atau
proporsionalitas, sedangkan keadilan umum merupakan keadilan yang
berdasarkan atas kehendak undang-undang, yang wajib terpenuhi demi

kepentingan bersama.3!

Robert Nozick berpandangan bahwa keadilan tidak menjadi
perhatian utama bagi dirinya, Robert Nozick lebih memprioritaskan
perhatiannya terhadap adanya pembatasan fungsi negara bahwa negara
minimal (minimal state) dan hanya negara minimal satu-satunya yang dapat

dijustifikasi.®?

Hak dan kewajiban merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan,
terciptanya hak dan kewajiban apabila terdapat suatu peristiwa hukum yang
terhubung sebagai suatu sebab akibat. Lebih lanjut, Soedjono Dirjosisworo
berpendapat bahwa hadirnya hak dan kewajiban disebabkan karena adanya
peristiwa hukum.? Peristiwa hukum sendiri merupakan suatu kejadian yang
menciptakan akibat hukum antara pihak-pihak yang memiliki hubungan

hukum.3*

31 Ibid.
32 Karen Lebacqz, Teori-Teori Keadilan, Six Theories of Justice, Bandung: Nusa Media, 2015,

him. 89.

33 Soedjono Dirdjosisworo, Penghantar IImu Hukum, cetakan keenam Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2000, him. 130.
3 Ibid.
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2. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang wajib dilindungi,
dihormati, dipertahankan serta tidak boleh dikurangi, diabaikan atau
dirampas haknya oleh siapapun termasuk negara. Sebab, HAM bersifat
universal dan langgeng yang secara kodrati telah melekat pada diri manusia.
Makna “Bhineka Tunggal Tka” yang berarti berbeda-beda namun tetap satu,
merupakan Kristalisasi dan pengakuan akan adanya hak asasi manusia.
Dengan adanya perbedaan dan ragam budaya tersebut, sehingga perlu
diadakannya pendekatan dan penyelesaian yang bersifat bertahap dan terus-
menerus.®® Sebagaimana yang telah diatur oleh UU HAM mengenai hak-
hak anak yang tercantum dalam Pasal 52 ayat (1) yang berbunyi “setiap
anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan
negara.” Serta pada Pasal 52 ayat (2) yang menyatakan “hak anak adalah

hak asasi manusia dan untuk kepentingannya.”3®

Berikut pihak yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam

memastikan terjaminnya hak-hak anak, yaitu:3’

3% Masyhur Efendi, HAM Dalam Dimensi / Dinamika Yuridis, Sosial, Politik, Cetakan Ke-1
Edisi Ketiga, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, him. 135.

36 Republik Indonesia, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

37 Nurul Utami Hasanah, Perlindungan Hak-Hak Dalam Penegakan Disiplin Dan Penerapan
Sanksi Terhadap Santri Dilingkungan Pondok Pesantren Dar El Hikmah Pekanbaru Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pekanbaru: Universitas Riau,
2011, him. 31.
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a. Negara dan Pemerintah

Kewajiban negara dan pemerintah terhadap hak-hak anak meliputi:

1) Menghormati dan menjamin hak setiap anak secara merata;

2) Mendukung terpenuhinya fasilitas sarana dan prasarana dalam memenuhi
hak asasi anak;

3) Memberikan jaminan terhadap pemeliharaan, perlindungan dan
kesejahteraan anak;

4) Menjamin terpenuhinya hak anak untuk menyampaikan pendapat
berdasarkan usia dan tingkat kecerdasan anak.

b. Masyarakat

Masyarakat berperan dan berkewajiban untuk peduli serta menjamin

terpenuhinya hak anak melalui kegiatan kemasyarakatan.

c. Orang tua, Wali atau Keluarga
Orang tua, wali atau keluarga berkewajiban dan bertanggungjawab

dalam hal:

1) Membesarkan, menyayangi, melindungi dan mendidik anak;
2) Menjamin atas perkembangan anak berdasarkan kemampuan dan minat

bakatnya;
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3) Menjamin perlindungan anak dari segala jenis kejahatan (baik sebagai
korban maupun pelaku).®

Moh. Mafud MD dalam salah satu bukunya yang berjudul “ Dasar

dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia” menjelaskan sejarah

pelaksanaan  pemerintahan Indonesia yang menganut sistem

konstitusional, yang dimana dalam sistem ini terdapat dua esensi penting

yaitu, terjaminannya perlindungan terhadap HAM dan terdapat

pembagian kekuasaan negara (check and balances).

Pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 31/169
Tahun 1979 menyatakan bahwa: “Anak berhak untuk untuk memperoleh
pendidikan, yang wajib dan bebas dari pembayaran sekurang-kurangnya

pada tingkat elementer.”*°

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap anak
termasuk anak terlantar berhak untuk mendapatkan pendidikan yang
layak dari pemerintah. Guna mendukung agar anak-anak menjadi

penerus bangsa yang bermartabat dan berpendidikan.

3. Teori Tanggung Jawab Negara
Dalam teori tanggung jawab negara dibagi menjadi dua istilah yaitu

liability dan responsibility. Liability diartikan sebagai istilah hukum yang

38 Zulfahmi, Op. Cit., him.4-5.

39 Moh. Mahfud MD, Dasar & Struktur KetataNegaraan Indonesia, Cetakan Ke-2, Jakarta:
Rineka Cipta, 2001, him. 131.

40 Gaston Mialaret, Hak Anak-Anak Untuk Memperoleh Pendidikan, Alih bahasa Idris M.T
Hutapea, Cetakan ke-1, Jakarta: Balai Pustaka, 1993, him. 31.
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merujuk pada seluruh kategori hak dan kewajiban seperti kejahatan,
ancaman, kerugian yang bersifat potensial atau actual. Responsibility
diartikan sebagai pertanggungjawaban terhadap suatu kewajiban dalam
pelaksanaan undang-undang. Pada istilah lain, liability diartikan sebagai
pertanggungjawaban hukum, sebuah tanggung gugat terhadap kesalahan
oleh subyek hukum. Sedangkan responsibility lebih kepada
pertanggungjawaban politik.*

Hans Kelsen dalam teori tanggung jawab hukum menjelaskan:

“ seseorang memiliki tanggung jawab hukum akibat perbuatan
tertentu sehingga ia bertanggung jawab atas suatu sanksi dari
perbuatan yang bertentangan dengan hukum.”*?

Terdapat empat bentuk tanggung jawab menurut Hans Kelsen,

yaitu:+®

a. Tanggung jawab individu, merupakan tanggung jawab terhadap
kesalahan yang dilakukan oleh individu itu sendiri;

b. Tanggung jawab kolektif, merupakan tanggung jawab indvidu akibat
kesalahan yang dilakukan oleh individu lain;

c. Tanggung jawab individu atas kesalahan/pelanggaran yang dia lakukan
dengan sengaja untuk merugikan orang lain;

d. Tanggung jawab mutlak, merupakan tanggung jawab individu atas

kesalahan/pelanggaran yang dilakukan secara tidak sengaja.

41 Ridwan H.R, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, him. 335-
337.

42 Hans Kelsen, General Theory of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-
Dasar lImu Hukum Normatif Sebagai llmu Hukum Deskriptif Empirik, terjemahan Somardi, Jakarta:
BEE Media Indonesia, 2007, him. 81.

43 Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, terjemahan Raisul Mutagien, Nuansa & Nusamedia,
ANDI, Bandung, 2006, him. 140.
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Terdapat dua kategori tanggung jawab dalam teori tradisional, yaitu:
tanggung jawab atas kesalahan (based on fault) dan tanggung jawab mutlak
(absolute responsibility).** Tanggung jawab mutlak diartikan sebagai
perbuatan melanggar yang dianggap menimbulkan kerugian oleh

pembentuk undang-undang serta terdapat akibat dari pelanggaran tersebut.

Terdapat tiga jenis kewajiban negara yang di elaborasikan oleh

Audrey R Chapman, meliputi:

1. Kewajiban memenuhi (to fulfill), negara diwajibkan menentukan sasaran
yang tepat dalam menyusun anggaran negara, administrasi legislative serta
pemenuhan hak lainnya sehingga terciptanya realisasi terhadap hak-hak
tersebut.

2. Kewajiban melindungi (to protect), mengharuskan negara untuk
memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersebut agar terbebas dari
gangguan pihak ketiga.

3. Kewajiban menghormati (to respect), negara dilarang melakukan intervensi
terhadap penikmat HAM.*

Lebih lanjut, jika dikaitkan dengan dengan penelitian ini, maka teori
tanggung jawab negara dapat memberikan gambaran kepada peneliti

mengenai peran dan kewajiban negara dalam pemenuhan hak-hak

44 Jimly Asshiddigie dan Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Jakarta: Konstitusi
Press, 2006, him. 61.

% Audrey R Chapman. “Indikator dan Standar Untuk Pemantauan Hak-hak Ekonomi, Sosial
dan Budaya,” Jurnal HAM, Vol. 1, Oktober 2005, Depok, Universitas Indonesia, him. 72.
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masyarakat miskin yang tertera di dalam undang-undang, salah satunya
mengenai pemenuhan hak pendidikan anak terlantar.
4. Teori Kesejahteraan

Dalam prinsip utilitarianisme, Bentham menyatakan bahwa sesuatu
yang dapat mendatangkan rasa bahagia merupakan sisi baik dari adanya
teori kesejahteraan. Sedangkan, sesuatu yang menghadirkan rasa sakit
merupakan sisi  buruk yang mengesampingkan kesejahteraan.*®
Kesejahteraan atau sejahtera dapat dikaitkan dengan kondisi dimana seluruh
kebutuhan hidup terpenuhi, baik kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan
bahkan kebutuhan tersier. Sehingga timbulnya rasa kebahagiaan bagi

seseorang yang kehidupannya telah sejahtera.

UUD 1945 mendefinisikan kesejahteraan sebagai kondisi dimana
seseorang telah dapat memenuhi hak-hak dasarnya dalam rangka
meningkatkan serta menuju kehidupan yang bermartabat.*’ Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
(selanjutnya disebut UU Kesejahteraan Sosial), bahwa: “Kesejahteraan
sosial merupakan kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan material,
spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu

mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.”*8

46 Oman Sukmana, “Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)”, Jurnal
Sospol, Vol. 2, No.1, 2016, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, him. 103.

47 Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

48 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12)
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Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang
ketentuan pokok kesejahteraan sosial, menjelaskan bahwa: “Kesejahteraan
sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil
maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan
ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara
untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah,
rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta
masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban

manusia sesuai dengan Pancasila.”*

Todaro berpendapat bahwa representasi tingkat kehidupan dalam
bermasyarakat dapat dilihat dari terentaskannya masalah perekonomian,
perolehan pendidikan yang lebih baik, terjaminnya kesehatan serta tingkat
produktivitas dari masyarakat itu sendiri. Dalam meningkatkan tingkat
kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, tentu perlu upaya dari segi
pembangunan dalam menciptakan aspirasi dari permintaan masyarakat

sehingga terwujudnnya kehidupan masyarakat yang sejahtera.>

Menurut pandangan Islam, makna “sejahtera” bukan berarti “yang
kaya” namun “yang ideal” yaitu sebuah keadaan dimana terdapat

keseimbangan antara keadaan material dan spiritual yang diperoleh dari

49 Republik Indonesia, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 Tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 53)

%0 E. Robert Goodin, The Real Worlds of Welfare Capitalism, dalam: H. Satria Azizy,
Mendudukkan Kembali Makna Kesejahteraan Dalam Islam, Ponorogo: Centre for Islamic and
Occidental Studies (CIOS), 2015, him. 2.
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sumber-sumber daya yang ada. Semua hal yang diusahakan manusia, harus
berorientasi pada pemenuhan dua kebutuhan sentral tersebut agar terdapat
keteraturan kehidupan personal sampai kepentingan yang lebih luas dalam

bentuk kenegaraan.

Pada akhirnya, Perbincangan mengenai kesejahteraan sosial akan
mengkerucut pada dua poin utama, yaitu (1) apa yang didapatkan individu
dari masyarakatnya, dan (2) seberapa jauh kebutuhan-kebutuhan dapat

mereka terpenuhi.>?

Dengan adanya Teori Keadilan, Teori Hak Asasi Manusia, Teori
Tanggung Jawab Negara dan Teori Kesejahteraan diharapkan mampu
memberikan gambaran serta menjadi solusi kepada masyarakat, khususnya
bagi anak terlantar sehingga dapat terealisasi dengan baik pemenuhan hak-

hak masyarakat kecil khususnya hak pendidikan bagi anak terlantar.

G. Metode Penelitian
Metode merupakan langkah, proses, prinsip dan tata cara dalam
menuntaskan sebuah masalah. Sedangkan penelitian merupakan langkah
yang dilakukan secara hati-hati, tekun dan tuntas dalam memeriksa suatu
gejala atau permasalahan yang dapat menambah pengetahuan seseorang.

Sehingga metode penelitian dapat didefinisikan sebagai langkah, proses,

51 E. Robert Goodin, Op. Cit., him. 3.
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prinsip dan tata cara dalam menyelesaikan suatu masalah pada sebuah

penelitian.>2

Penelitian menjadi sarana tersendiri dalam proses pengembangan
teknologi dan ilmu pengetahuan. Hal ini dikarenakan penelitian tersebut
memiliki tujuan untuk menjelaskan secara sistematis, metodelogis dan
konsisten. Selanjutnya melalui proses penelitian tersebut akan dilakukan

analisis dan konstruksi terhadap data yang dikumpulkan dan diolah.%3
Adapun metode penelitian skripsi ini terdiri dari sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang bersumber pada
metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari
satu atau lebih gejala hukum dengan cara menganalisanya.** Peter Mahmud
Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum merupakan suatu proses
dalam menentukan aturan hukum dan doktrin hukum untuk menjawab suati
permasalahan hukum.®® Lebih lanjut, menurut Erwin Pollack dikutip oleh
Soejono dan H. Abdurrahman bahwa penelitian hukum merupakan
penelitian yang bertujuan dalam menentukan jenis hukum yang layak untuk

diterapkan dalam menyelesaikan suatu perkara tertentu.>®

52 Seorjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Ul Press Jakarta, 1986, him. 6.

%3 Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 1985, him. 1.

54 Soerjono Soekanto, Op. Cit., him. 43.

% Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2007, him. 35.

% Ishag, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017, him. 11.
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Jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian hukum empiris.
Penelitian empiris merupakan penelitian yang bersumber pada data primer
sebagai sumber utama penelitian.®” Dan penelitian empiris ini merupakan
penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji serta menganslisis

berlakunya hukum pada masyarakat.*®

2. Pendekatan Penelitian
Terdapat tiga pendekatan penelitian yang penulis gunakan, yaitu:
pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan kasus
(case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) yang

dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach), merupakan
pendekatan dengan menelaah seluruh undang-undang dan regulasi yang
ada kaitannya dengan masalah hukum yang diteliti. Pada kegiatan
praktis pendekatan ini dapat memberikan kesempatan kepada peneliti
agar dapat mempelajari dan mengetahui adanya konsistensi dan
kesesuaian terhadap suatu undang-undang dengan undang-undang yang
lain atau antara Undang-Undang Dasar dan undang-undang atau
regulasi dan undang-undang.®® Objek pada ilmu hukum terletak pada

peraturan hukum positif itu sendiri dan berlakunya tertib dari norma

57 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Empiris Suatu Tinjauan Singkat,
Jakarta: Raja Grafindo, 1983, him. 12.

%8 Ishag, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, Bandung:
Penerbit Alfabeta, 2017, him. 70.

59 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2013, him. 133.
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hukum tersebut.®® Dalam Bahasa lain pendekatan penelitian ini dalam
rangka kegunaan kepentingan akademis dalam wilayah dogmatic
hukum.

b. Pendekatan kasus (case approach), merupakan pendekatan yang ada
kaitannya dengan latar belakang hukum (ration decidendi) oleh seorang
hakim yang menentukan suatu putusan yang bersifat memiliki kekuatan
hukum tetap.*

c. Pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan ini
bersumber pada doktrin dan pandangan ilmu hukum. Dengan
pendekatan ini, peneliti dapat melahirkan pengertian-pengertian
hukum, konsep hukum dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan
permasalahan yang sedang diteliti. Pemahaman terhadap doktrin dan
pandangan tersebut menjadi landasan bagi peneliti untuk
menyelesaikan permasalahan hukum yang sedang diteliti.®?

3. Jenis Dan Sumber Data
Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer
dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber utama,
sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan,

dokumen resmi, buku-buku, jurnal penelitian dan sebagainya.®

8 Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Effendi, Penelitian Hukum (Legal Research), Jakarta:
Sinar Grafika, 2014, him.113.

61 Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit., him. 158.

62 Amiruddin dan Zainal Asikin, Op.Cit., him. 166-167.

8 Ibid., him. 30.
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Adapun jenis dan sumber data dalam penulisan skripsi ini terdiri

dari:

a. Data Primer

Data hukum primer merupakan data atau bahan hukum yang
didapatkan dengan melakukan penelitian kepada narasumber atau
responden sebagai sampel yang menjadi objek penelitian. Data tersebut
memiliki tujuan untuk menjawab dari setiap pertanyaan dan
permasalahan yang sedang diteliti. Data primer terdiri dari subjek
penelitian (orang) baik secara individu maupun kelompok, hasil
observasi (fisik) serta hasil dari pengujian tersebut.

b. Data Sekunder
Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan melakukan
penelitian kepustakaan (Library Research), sehingga data sekunder
memuat bahan-bahan hukum sebagai berikut:
1) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu:
a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan
Anak;
c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi

Manusia;
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d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional;

e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak;

f) Peraturan Walikota Palembang Nomor 20 Tahun 2020 Tentang
Penyelenggaraan Sekolah Filial Bagi Anak Jalanan dan Anak
Putus Sekolah.

2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder berisikan penjelasan dari bahan
hukum primer, seperti jurnal-jurnal hukum yang memuat isu dan
perkembangan hukum serta relevan dengan penelitian.
3) Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier sebagai bahan penunjang terhadap bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari kamus
hukum, abstraksi dari peraturan perundang-undangan serta diluar
bidang hukum seperti bidang sosial, ekonomi dan politik.®*
Sepanjang memuat informasi yang relevan dengan penulisan skripsi

ini.

64 Rahmad Baro, Penelitian Hukum Doctrinal, Makassar: Indonesia Prime, 2017, him. 117.
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4. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti akan memilih lokasi penelitian
yang berkaitan erat dengan objek yang menjadi topik penelitian. Penelitian
dalam penulisan skripsi dilakukan di Kota Palembang, tepatnya di Dinas
Pendidikan kota Palembang, Dinas Sosial kota Palembang dan komunitas
Save Street Child Palembang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian skripsi ini dilakukan
dengan melakukan wawancara/interview dan melalui pengumpulan data
sekunder. Wawancara/interview merupakan teknik untuk mendapatkan
informasi melalui pertanyaan yang diajukan kepada subjek yang berkaitan
erat dengan objek penelitian. Pada penelitian ini, penulis menggunakan
metode wawancara terpadu (guided interview), dengan menyesuaikan
keadaan dan kondisi. Sehingga, mesikipun wawancara ini diselengarakan
dengan berpatokan pada pertanyaan yang telah dipersiapkan, namun masih
dapat dimungkinkan akan timbul pertanyaan baru di luar dari pertanyaan
yang telah dipersiapkan, dan mengikuti situasi pada saat dilakukannya
wawancara. Wawancara dilakukan kepada tokoh penting yang ada dilokasi
penelitian guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini.

Selanjutnya, mengumpulkan data sekunder melalui bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dari studi
kepustakaan (library research). Termasuk juga peraturan perundang-

undangan, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, jurnal penelitian,
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dokumen resmi dan bahan hukum lainnya yang masih berkaitan dengan
penelitian ini.
6. Teknik Pengolahan Data
Tahap ini merupakan langkah dalam menganalisis data dengan cara
melakukan pengolahan data sebagai lanjutan setelah adanya pengumpulan

data. Selanjutnya data tersebut akan diolah dengan tahapan sebagai berikut:

1. Editing and Verifying (Pemeriksaan dan Verifikasi Data)
Pemeriksaan dan Verifikasi data merupakan Teknik olah data
dengan melakukan proses pemeriksaan terhadap data yang didapat untuk

menjamin bahwa data tersebut dapat dipertanggungjawabkan.®® .

2. Classifying (Klasifikasi Data)

Klasifikasi data merupakan proses yang dilakukan dalam
mengelompokkan data yang telah didapatkan melalui hasil pengamatan
dilapangan atau observasi maupun hasil dari wawancara dengan subyek
penelitian. Seluruh data yang diperoleh kemudian dibaca dan dipahami

kembali untuk selanjutnya dikelompokkan sesuai keperluan.®®

85 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jumitri, Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1990, him. 44.

% Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993,
him. 104-105.
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3. Concluding (Kesimpulan)
Kesimpulan menjadi tahapan akhir dalam proses pengolahan data.
Pada tahap ini peneliti akan memperoleh data yang berkaitan dengan objek

penelitian.

7. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan pada penulisan skripsi ini
adalah teknik deskriptif analisis.®” Analisis bahan hukum yang digunakan
adalah analisis kuantitatif terhadap data primer dan secara kualitatif
terhadap data sekunder, dimana pendekatan tersebut dilakukan dengan cara
mengumpulkan data, mengklasifikasikan dan menghubungkan data tersebut
dengan teori hukum yang relevan dengan objek yang diteliti, selanjutnya
ditarik kesimpulan untuk menentukan hasilnya.
8. Teknik Penarikan Kesimpulan
Agar hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulannya, peneliti
menggunakan teknik penarikan kesimpulan secara induktif. Penarikan
kesimpulan secara induktif merupakan cara penarikan kesimpulan dengan
mengedepankan fakta atau data khusus yang dihasilkan dari pengamatan
empiris atau penelitian di lapangan. Selanjutnya data tersebut akan disusun,

dikaji dan ditarik kesimpulan secara umum.

67 Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Rineka Ipta, 2006, him. 24.
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